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ABSTRAK

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mengubah mekanisme transaksi jual beli
sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum terkait kesesuaian akad dengan prinsip syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad jual beli online pada platform Shopee
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146 Tahun 2021
tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah serta mengkaji implikasi hukum terhadap praktik
yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli online di
Shopee pada umumnya telah memenuhi ketentuan mengenai para pihak, objek akad, mekanisme
persetujuan elektronik, pengiriman barang, hak pembatalan transaksi, dan perlindungan konsumen.
Namun, layanan pembiayaan yang menerapkan bunga dan biaya keterlambatan serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang belum mengakomodasi penyelesaian berdasarkan prinsip syariah masih
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual
beli online pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum nasional dan sebagian besar prinsip
syariah, tetapi masih diperlukan harmonisasi dalam penerapan prinsip syariah pada layanan
pembiayaan dan penyelesaian sengketa agar tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum yang
lebih optimal.

Kata Kunci : Akad Jual Beli Online, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor 146 Tahun 2021, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Hukum Ekonomi Syariah.

ABTRACT

The rapid growth of electronic commerce has transformed online buying and selling practices while
raising legal issues regarding the conformity of electronic contracts with Islamic law principles. This
study aims to analyze the practice of online sale and purchase contracts on the Shopee platform based
on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 146 of 2021
concerning Online Shops Based on Sharia Principles and to examine the legal implications of
practices that do not comply with the provisions of the fatwa. This study employed a normative legal
research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. Secondary data were
collected through a literature review and analyzed using qualitative methods. The findings indicate
that the implementation of online sale and purchase contracts on Shopee generally complies with the
provisions concerning contracting parties, contractual objects, electronic consent, delivery of goods,
and consumer protection in accordance with both sharia principles and Indonesian positive law.
However, the study also found that financing services involving interest and late payment charges, as
well as dispute resolution mechanisms, have not fully complied with the provisions of the Fatwa of the
National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 146 of 2021. This study concludes
that while online sale and purchase practices generally conform to Indonesian positive law and most
sharia principles, greater harmonization is required in the implementation of sharia principles,
particularly in financing services and dispute resolution mechanisms, to strengthen legal certainty
and legal protection in electronic commerce.

Keywords: Online Sale And Purchase Contract, Fatwa Of The National Sharia Council Of The
Indonesian Ulema Council Number 146 Of 2021, Electronic Commerce, Islamic Economic Law.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi perdagangan dari
sistem konvensional menuju transaksi elektronik melalui e-commerce. Sebagai negara hukum
berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Indonesia berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum
dalam setiap aktivitas masyarakat, termasuk transaksi jual beli online. Selain itu, Pancasila
sebagai dasar negara menjadi landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional,
termasuk hukum ekonomi syariah yang menjunjung nilai keadilan, kejujuran, kemanfaatan,
dan perlindungan terhadap para pihak dalam kegiatan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli merupakan bagian dari muamalah
yang harus memenuhi prinsip kejujuran (sidq), keadilan (‘adl), amanah, serta terhindar dari
unsur gharar dan tadlis. Berbeda dengan transaksi konvensional, akad dalam jual beli online
dilakukan melalui media elektronik sehingga pembeli tidak dapat memeriksa objek transaksi
secara langsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan Kketidakjelasan objek akad,
memengaruhi keabsahan perjanjian, serta meningkatkan risiko sengketa antara penjual dan
pembeli. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian
akad sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak dalam transaksi
elektronik.

Berbagai permasalahan dalam praktik jual beli online menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap konsumen masih menjadi tantangan. Sejumlah kasus penipuan
melalui Facebook Marketplace, WhatsApp, QRIS, media sosial, hingga penyalahgunaan
identitas digital menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Fenomena
tersebut menunjukkan masih adanya ketidakjelasan informasi, lemahnya pelaksanaan akad,
serta potensi munculnya unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah
Islam. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kepastian hukum dalam praktik
transaksi elektronik di Indonesia.

Sebagai pedoman transaksi elektronik berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang
Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur kejelasan objek akad, mekanisme
ijab kabul melalui media elektronik, transparansi informasi, serta tanggung jawab para pihak.
Meskipun demikian, berbagai praktik e-commerce di Indonesia masih menunjukkan adanya
transaksi yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa tersebut, khususnya terkait
kejelasan informasi barang, mekanisme akad, dan tanggung jawab pelaku usaha. Kondisi
tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik
transaksi elektronik di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis mengenai kesesuaian praktik
akad jual beli online dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai pelaksanaan akad dalam e-commerce,
mengidentifikasi implikasi hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta
memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen
pada transaksi jual beli online di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach)
untuk mengkaji kesesuaian praktik akad jual beli online dalam e-commerce dengan ketentuan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 146 Tahun
2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Data yang digunakan berupa data
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa
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peraturan perundang-undangan dan fatwa, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah,
hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis
data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis isi (content analysis)
terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk menilai kesesuaian praktik akad jual
beli online dengan prinsip syariah serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan
perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Praktik Jual Beli Online Di E-Commerce Di Tinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No.
146 Tahun 2021

Penelitian ini menganalisis praktik akad jual beli online pada platform Shopee sebagai
salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mekanisme transaksi di Shopee berlangsung melalui tahapan yang sistematis, meliputi
penawaran produk, pencarian dan pemilihan barang, pemesanan, pembayaran, pengemasan,
pengiriman, penerimaan barang, hingga penyelesaian sengketa. Setiap tahapan didukung oleh
sistem elektronik yang mendokumentasikan seluruh aktivitas transaksi serta berbagai fitur
perlindungan konsumen, seperti Garansi Shopee, pelacakan pengiriman, dan Pusat Resolusi.
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Shopee telah membangun sistem transaksi
elektronik yang terintegrasi dan memberikan kepastian dalam proses perdagangan digital.

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online
Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, praktik akad jual beli online di Shopee pada umumnya
telah memenuhi unsur-unsur pokok akad. Para pihak telah memiliki kedudukan yang jelas
sebagai penjual, pembeli, dan penyelenggara platform, sedangkan objek akad disajikan
melalui informasi produk yang memuat spesifikasi, harga, foto, dan ketersediaan barang.
Walaupun pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum akad berlangsung,
penyajian informasi produk serta mekanisme pengembalian barang dinilai mampu
meminimalkan unsur gharar dalam transaksi elektronik.

Pelaksanaan ijab dan kabul dalam transaksi Shopee dilakukan secara elektronik melalui
rangkaian tindakan penjual yang menawarkan barang, diikuti persetujuan pembeli melalui
proses checkout dan pembayaran. Seluruh proses tersebut berlangsung dalam satu kesatuan
transaksi yang terdokumentasi secara otomatis oleh sistem sehingga memenuhi prinsip ittihad
al-majlis sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Selain itu,
mekanisme pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang bekerja atas nama penjual serta
penerapan hak khiyar melalui fitur Garansi Shopee dan Pusat Resolusi menunjukkan bahwa
sebagian besar mekanisme transaksi telah mengakomodasi prinsip perlindungan konsumen
dalam hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan dua aspek yang belum sepenuhnya
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Pertama, penggunaan layanan
SPayL ater dan SPinjam masih menerapkan bunga dan biaya keterlambatan yang mengandung
unsur riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, mekanisme penyelesaian
sengketa lebih menitikberatkan pada penyelesaian internal oleh platform, sedangkan fatwa
mengutamakan musyawarah dan memberikan alternatif penyelesaian melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Temuan ini
menunjukkan bahwa kesesuaian praktik Shopee terhadap fatwa bersifat substantif, namun
belum sepenuhnya komprehensif.

Implikasi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Online yang Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan Fatwa DSN- MUI Nomor 146 Tahun 2026

Selain ditinjau berdasarkan hukum Islam, penelitian ini juga menguji praktik akad jual
beli online menggunakan ketentuan hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan
bahwa transaksi elektronik di Shopee pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak,
kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan diwujudkan melalui
persetujuan elektronik yang diberikan pembeli pada saat melakukan pemesanan, sedangkan
seluruh proses transaksi terdokumentasi sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Kesesuaian tersebut juga didukung oleh berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Peraturan OJK Nomor
10/POJK.05/2022, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi. Berbagai regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap keabsahan kontrak
elektronik, keamanan sistem, perlindungan data pribadi, hak konsumen, serta kewajiban
pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum dari praktik yang belum sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Penggunaan SPayLater dan SPinjam tidak
mengakibatkan batalnya akad jual beli menurut hukum positif selama syarat sah perjanjian
tetap terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan bunga dan
denda keterlambatan menyebabkan transaksi pembiayaan tersebut tidak memenuhi prinsip
larangan riba. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang berbeda
antara sistem hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah dalam menilai keabsahan
suatu transaksi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor
146 Tahun 2021 dan hukum positif Indonesia bersifat saling melengkapi. Hukum positif
memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan transaksi elektronik, sedangkan
fatwa memberikan pedoman etik dan normatif agar transaksi memenuhi prinsip keadilan,
transparansi, kemaslahatan, dan bebas dari unsur yang dilarang syariat. Namun demikian,
belum adanya pengaturan implementatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fatwa ke
dalam tata kelola marketplace menyebabkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan
normatif dan praktik transaksi elektronik di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menghasilkan empat temuan hukum
utama. Pertama, praktik akad jual beli online di Shopee pada umumnya telah memenuhi
ketentuan hukum positif Indonesia dan sebagian besar prinsip akad syariah. Kedua, masih
terdapat ketidaksesuaian pada penggunaan layanan pembiayaan berbasis bunga serta
mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga, terdapat kekosongan pengaturan implementatif
mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan
marketplace di Indonesia. Keempat, hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun
2021 dengan hukum positif Indonesia bersifat komplementer karena keduanya memiliki
tujuan yang sama dalam menciptakan transaksi elektronik yang aman, adil, dan memberikan
perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

Praktik akad jual beli online pada platform Shopee pada umumnya telah sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021, terutama terkait unsur akad, mekanisme
transaksi elektronik, pengiriman barang, dan perlindungan konsumen. Selain itu, praktik
tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur transaksi
elektronik dan perlindungan konsumen. Namun, layanan pembiayaan seperti SPayLater dan
SPinjam masih mengandung unsur bunga dan biaya keterlambatan yang belum sesuai dengan
prinsip syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mengakomodasi
ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan harmonisasi antara ketentuan
Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dengan praktik penyelenggaraan e-commerce agar
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transaksi elektronik tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga sejalan dengan prinsip-
prinsip hukum ekonomi syariah.
Saran

Penyelenggara e-commerce diharapkan meningkatkan kesesuaian praktik jual beli
online dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021, khususnya pada layanan
pembiayaan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, diperlukan penguatan
harmonisasi antara prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi perdagangan melalui sistem
elektronik agar tercipta kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penyelenggaraan
transaksi elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah.
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